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ABSTRAKSI 

 

Nama : Indana Mubarook 

Nim 201810110311545 

Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Menggunakan Surat Palsu 

Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum 

Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum 

2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. 

 

Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap 

penggunaan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

serta menelaah implikasinya dari perspektif kepastian hukum. Fenomena 

pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan 

kerugian materiil, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap keabsahan 

dokumen hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder , serta bahan hukum tersier. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan 

hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana atas penggunaan surat palsu apabila terbukti adanya unsur kesengajaan dan 

niat melawan hukum, meskipun bukan sebagai pembuat surat palsu tersebut. Pasal 

391 KUHP memberikan landasan hukum yang tegas, namun dalam praktiknya 

masih terdapat kendala, khususnya dalam pembuktian unsur subjektif. Oleh 

karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten guna memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Sebagai saran, 

perlu adanya peningkatan pemahaman dan profesionalisme aparat penegak hukum 

dalam menilai secara objektif setiap kasus penggunaan surat palsu, agar tidak 

terjadi kriminalisasi atas kesalahan administratif dan dapat menjamin tegaknya 

keadilan serta kepastian hukum di Indonesia. 

 

 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Surat Palsu, Kepastian Hukum. 
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ABSTRACT 

 

Name : Indana Mubarook 

Nim 201810110311545 

Title : Criminal Liability for Using Fake Letters Reviewed from the 

Aspect of Legal Certainty 

Adviser : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum 

2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. 

 

This research examines the form of criminal liability for the use of fake 

letters as regulated in Article 391 of Law Number 1 of 2023 concerning the new 

Indonesian Criminal Code (KUHP), and its implications from the perspective of 

legal certainty. The crime of document forgery is not only materially harmful but 

also undermines public trust in the authenticity of legal documents. This study 

uses a normative juridical method with a statutory approach. The legal materials 

employed consist of primary legal materials , secondary legal materials , 

and tertiary legal materials .Legal materials were collected through a literature 

study, and analyzed qualitatively and descriptively using a deductive approach. 

The results indicate that a person can be held criminally liable for using a fake 

letter if elements of intent and unlawful purpose are proven, even if they are not 

the creator of the forged document. Article 391 provides a clear legal basis; 

however, in practice, challenges remain—particularly in proving the subjective 

element. Therefore, consistent law enforcement is necessary to ensure fair legal 

protection and certainty for the public. As a recommendation, law enforcement 

officers must enhance their competence in distinguishing between administrative 

errors and actual criminal acts, to avoid unjust criminalization and to uphold 

justice and legal certainty in Indonesia. 

 

 

Keywords: Accountability, Criminal, Fake Letters, Legal Certainty. 
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